
B U P A T I K A P U A S H U L U 
P R O V I N S I K A L I M A N T A N B A R A T 

P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG 

P E N Y E L E N G G A R A A N PELAYANAN K E S E H A T A N O L E H D O K T E R 
S P E S I A L I S , D O K T E R , D O K T E R G I G I DAN T E N A G A PARAMEDIS 

D I D A E R A H T E R T I N G G A L , P E R B A T A S A N DAN K E P U L A U A N 
DALAM L INGKUNGAN P E M E R I N T A H 

K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

Menimbang : a . bahwa masyaraka t yang berada di Daerah 
Tertinggal, Perbatasan dan Kepu lauan 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan 
yang merata dan berkual i tas sesua i amanat 
Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 
tentang Kesehatan; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses 
dan pemerataan pe layanan kesehatan yang 
berkual i tas , perlu d i l akukan pelayanan 
kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan 
dan kepu lauan dengan mel ibatkan dokter 
spesial is, dokter, dokter gigi dan tenaga 
paramedis; 

c. bahwa dengan keterl ibatan dokter spesial is, 
dokter, dokter gigi dan tenaga paramedis 
sebagaimana d imaksud da lam h u r u f b, 
perlu d iatur tentang pola pe layanan dan 
besaran j a s a bagi dokter spesial is , dokter, 
dokter gigi dan tenaga paramedis; 

d. bahwa berdasarkan pert imbangan 
sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a, 
h u r u f b dan h u r u f c, m a k a perlu 
menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 
Penyelenggaraan Pe layanan Kesehatan oleh 
Dokter Spesial is , Dokter, Dokter Gigi dan 
Tenaga Paramedis di Daerah Tertinggal, 



Perbatasan dan Kepu lauan Da l am 
L ingkungan Pemerintah Kabupaten K a p u a s 
H u l u ; 

1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang 
Darura t Nomor 3 T a h u n 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I di 
Ka l imantan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia) T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2004 
tentang Prakt ik Kedokteran (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4431) ; 

3. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5063) ; 

4. Undang-Undang Nomor 44 T a h u n 2009 
tentang R u m a h Sak i t (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 
153,Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5072) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5679) ; 

6. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2014 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 298 ,Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5607) ; 
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7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1438/ Menkes/ Per/ I X / 2010 tentang 
S tandar Pe layanan Kedokteran; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 
T a h u n 2012 tentang S is tem R u j u k a n 
Pelayanan Kesehatan Perorangan; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 
T a h u n 2013 tentang Penyelenggaraan 
Manajemen Terpadu Ba l i t a S a k i t Berbas i s 
Masyarakat ; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 
T a h u n 2014 tentang S tandar Pe layanan 
Kefarmasian d i Puskesmas ; 

11 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 
T a h u n 2014 tentang Pusa t Kesehatan 
Masyarakat ; 

12. Pera turan Menteri Kesehatan Nomor 90 
T a h u n 2015 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan D i Fas i l i tas 
Pe layanan Kesehatan K a w a s a n Terpenci l 
D a n Sangat Terpenci l ; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I TENTANG 
P E N Y E L E N G G A R A A N PELAYANAN 
K E S E H A T A N O L E H D O K T E R S P E S I A L I S , 
D O K T E R , D O K T E R G I G I DAN T E N A G A 
PARAMEDIS D I D A E R A H T E R T I N G G A L , 
P E R B A T A S A N DAN K E P U L A U A N DALAM 
L INGKUNGAN P E M E R I N T A H K A B U P A T E N 
KAPUAS H U L U . 

B A B I 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan B u p a t i in i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah ada lah Kabupaten K a p u a s H u l u . 

2. Pemer intahan Daerah ada lah penyelenggaraan u r u s a n 
pemer intahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwaki lan 
rakyat daerah menuru t a s a s otonomi dan tugas pembantuan 
dengan pr insip otonomi se luas - luasnya da lam s istem dan 
pr insip Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia sebagaimana 
d imaksud da lam Undang-Undang Dasa r Negara Republ ik 
Indonesia T a b u n 1945. 



3. Bupa t i ada lah B u p a t i Kapuas H u l u . 

4. D inas Kesehatan ada lah D inas Kesehatan Kabupaten K a p u a s 
H u l u . 

5. Kepala D inas Kesehatan adalah Kepala D inas Kesehatan 
Kabupaten K a p u a s H u l u . 

6. J a s a ada lah setiap tindakan a tau u n j u k ker ja yang 
d i tawarkan oleh sa lah sa tu p ihak ke p ihak la in yang secara 
pr insip intangibel dan t idak menyebabkan perpindahan 
kepemi l ikan apapun. Produks inya b isa terkait dan b isa juga 
t idak ter ikat pada s u a t u produk fisik. 

7. Dokter spesial is ada lah dokter yang mengkhususkan dir i 
da lam s u a t u bidang i lmu kedokteran tertentu, seorang dokter 
h a r u s menja lani pendidikan profesi dokter pasca sar jana 
(spesialisasi) u n t u k dapat menjadi dokter spesial is . 

8. Pe layanan Kesehatan ada lah kegiatan yang ber tu juan u n t u k 
meningkatkan s ta tus kesehatan, mencegah penyakit, 
mendiagnosa dan mengobati penyakit , memantau 
perkembangan penyakit , mencegah kecacatan dan 
merehabi l i tasi kesehatan pasien. 

9. Pe layanan kesehatan dasar ada lah pe layanan yang d iber ikan 
oleh tenaga medis dan/atau paramedis kepada s emua pasien 
yang berkunjung ke Puskesmas , Puskesmas Rawat Inap, 
Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keli l ing, Pos 
Kesehatan Desa ( PKD) , Posyandu da lam rangka pemer iksaan 
anamnesa , observasi, diagnosis sampai dengan pemberian 
obat per oral dengan a tau tanpa obat injeksi serta t idak perlu 
tinggal di rawat inap. 

10. Tenaga paramedis ada lah tenaga yang mempunya i kecakapan 
da lam membantu tugas pelayanan kesehatan dan perawatan 
orang sak i t , mel iputi : tenaga perawat, bidan, apoteker, 
promosi kesehatan, kesehatan l ingkungan, gizi, dan tenaga 
kesehatan la innya . 

11 . Daerah tertinggal ada lah daerah kabupaten/kota yang relatif 
ku rang berkembang dibandingkan dengan daerah la in da lam 
s k a l a nas iona l dan berpenduduk relati f tertinggal. 

12. Daerah perbatasan ada lah kabupaten/wi layah geografis yang 
berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang 
be rmuk im di w i layah tersebut d i sa tukan mela lu i hubungan 
sosial-ekonomi, dan sosial-budaya dengan cakupan wi layah 
admin is t ras i tertentu setelah ada kesepakatan antar-negara 
yang berbatasan. 



13. Daerah kepu lauan adalah pu lau-pu lau ter luar berpenduduk 
yang memer lukan perhat ian da lam masa lah kesehatan. 

14. S u r a t T a n d a Registrasi yang se lan jutnya dis ingkat S T R 
ada lah bukt i tertul is yang d iber ikan oleh pemerintah kepada 
tenaga kesehatan yang telah memi l ik i serti f ikat kompetensi. 

B A B I I 
M A K S U D DAN T U J U A N 

Pasa l 2 

(1) Pera turan Bupa t i in i d imaksudkan sebagai dasar a tau acuan 
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh dokter 
spesial is , dokter, dokter gigi dan tenaga paramedis di daerah 
tertinggal, perbatasan dan kepu lauan da lam l ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u . 

(2) Penyelenggaran pelayanan oleh dokter spesial is , dokter, dokter 
gigi dan tenaga paramedis da lam kegiatan pelayanan 
kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepu lauan 
bertu juan un tuk : 
a. meningkatkan aksesibi l i tas dan kua l i t as pelayanan 

kesehatan kepada masyaraka t yang berada di daerah 
tertinggal, perbatasan dan kepu lauan ; dan 

b. member ikan kepast ian h u k u m bagi dokter spesial is , dokter, 
dokter gigi dan tenaga paramedis da lam penyelenggaran 
pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan 
kepu lauan . 

B A B I I I 
RUANG L I N G K U P 

Pasa l 3 

Ruang l ingkup tenaga kesehatan yang d iatur da lam Peraturan 
Bupa t i in i ada lah: 
a . dokter spesial is meliputi : spesial is penyakit da lam, spesial is 

kandungan , spesial is bedah, spesial is anak , spesial is mata dan 
dokter spesial is la innya ; 

b. dokter; 
c. dokter gigi; dan 
d. tenaga paramedis meliputi : tenaga perawat, bidan, apoteker, 

promosi kesehatan, kesehatan l ingkungan, gizi dan tenaga 
kesehatan la innya . 



B A B IV 
P E R S Y A R A T A N ADMINISTRASI 

Pasa l 4 

Dokter spesial is, dokter, dokter gigi dan tenaga paramedis 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 yang terlibat da lam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan d i daerah tertinggal, 
perbatasan dan kepu lauan h a r u s menyerahkan berkas Fotokopi 
S T R dan sura t iz in praktek dan/a tau sura t iz in ker ja masing-
mas ing 2 (dua) rangkap. 

B A B V 

P E N D E K A T A N PELAYANAN K E S E H A T A N 

Pasa l 5 
(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tertinggal, 

perbatasan dan kepu lauan h a r u s sesua i dengan standar 
pe layanan, standar profesi dan s tandar prosedur operasional. 

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) h a r u s memperhat ikan: 
a . k ebu tuhan masyarakat ; dan 
b. permasa lahan kesehatan yang ada. 

(3) Kebu tuhan masyaraka t sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
h u r u f a , d ipenuhi mela lui pendekatan aksesib i l i tas dan 
ketersediaan pelayanan. 

(4) Permasa lahan kesehatan yang ada sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) h u r u f b, diperoleh berdasarkan ana l i sa masa l ah 
kesehatan, t e rmasuk masa lah penyakit t idak menular (Non 
Comunicable Disease) dan penyakit infeksi baru (New Emerging 
Disease). 

(5) Se la in penyelenggaraan pelayanan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) h u r u f a dan h u r u f b, penyelenggaraan pelayanan 
di daerah tertinggal, perbatasan dan kepu lauan h a r u s 
memperhat ikan upaya penyelamatan nyawa. 

(6) Upaya penyelamatan nyawa sebagaimana d imaksud pada ayat 
(5), mel iputi pe layanan kesehatan darura t medis yang h a r u s 
diber ikan segera u n t u k mencegah kemat ian, keparahan, 
dan/a tau kecacatan. 

B A B V I 

POLA PELAYANAN K E S E H A T A N 

Pasa l 6 
(1) Pola pe layanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan 

kepu lauan d i l aksanakan da lam bentuk pe layanan kesehatan 
bergerak. 
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(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bergerak sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), h a r u s memenuhi ketentuan: 
a . te lah d i l akukan ana l i sa s i tuas i ; 
b. d i l aksanakan oleh T i m Pe layanan Kesehatan Bergerak 

(TPKB) ; dan 
c. memi l ik i s a r a n a dan p rasa rana pendukung. 

(3) Ana l i sa s i tuas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
merupakan peni la ian terhadap: 
a. k ebu tuhan pelayanan kesehatan dan dukungan da lam 

pe laksanaannya ; 
b. letak dan geografis lokas i tu juan ; dan 
c. ketersediaan fasi l i tas pe layanan kesehatan lokas i tu juan . 

(4) T i m Pe layanan Kesehatan Bergerak (TPKB) sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f b terdiri a tas : 
a. dokter spesial is ; 
b. dokter; 
c. dokter gigi; 
d. tenaga perawat; 
e. tenaga bidan; 
f. tenaga apoteker; 
g. tenaga promosi kesehatan; 
h . tenaga kesehatan l ingkungan; 
i . tenaga gizi; dan 

j . tenaga kesehatan la innya. 

(5) S a r a n a dan p rasa rana pendukung sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) h u r u f c berupa: 
a . puskesmas rawat inap, non rawat inap m a u p u n puskesmas 

pembantu yang dapat d igunakan sebagai tempat 
pemberian pelayanan kesehatan; 

b. r u m a h sak i t sebagai r u j u k a n ; 
c. perbekalan kesehatan; 
d. peralatan komun ikas i ; dan 
e. t ransportas i pendukung la innya . 

B A B V I I 
J A S A PELAYANAN 

Pasa l 7 

(1) Dokter spesial is , dokter, dokter gigi dan tenaga paramedis yang 
terlibat da lam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah 
tertinggal, perbatasan dan kepu lauan mendapatkan j a s a 
pe layanan. 

(2) Be sa ran j a s a pe layanan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
ada lah : 
a . dokter spesial is sebesar Rp300.000,00 (tiga r a tus r ibu 

rupiah)/ jam/har i/orang. 
b. dokter, dokter gigi dan tenaga paramedis sebesar 

Rp 150.000,00 (seratus l ima p u l u h r ibu rupiah) 
/j a m / ha r i / orang. 
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B A B V I I 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bag ian Kesa tu 
Pembinaan 

Pasa l 8 

Pembinaan teknis penyelengaraan T i m Pe layanan Kesehatan 
Bergerak (TPKB) d i l akukan oleh B u p a t i a t au pejabat yang 
d i tunjuk. 

Pasa l 9 

Pembinaan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 8 d i l akukan 
da lam bentuk pemberian petunjuk teknis , bimbingan teknis , dan 
a rahan . 

Bag ian Kedua 
Pengawasan 

Pasa l 10 

(1) Pengawasan d i l a k u k a n oleh Bupat i a t au pejabat yang d i tunjuk. 

(2) Se la in pengawasan yang d i l akukan oleh S a t u a n Ker ja 
Perangkat Daerah yang menangani u r u s a n pengawasan, juga 
dapat d i l akukan oleh pengawas internal D inas Kesehatan. 

(3) Pengawas interna l sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 
d i l aksanakan oleh T im Implementasi S is tem Manajemen Mutu 
ISO 9001 :2008 D inas Kesehatan Kabupaten K a p u a s H u l u . 

B A B IX 
PELAPORAN 

P a s a l 11 

T im Pe layanan Kesehatan Bergerak (TPKB) menyampaikan laporan 
kepada Kepala D inas Kesehatan Kabupaten Kapuas H u l u . 
Se lan jutnya Kepala D inas Kesehatan melaporkan kepada Bupat i . 

B A B X 
PEMBIAYAAN 

P a s a l 12 

B i a y a yang d iper lukan da lam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepu lauan 
d ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah 
Kabupaten K a p u a s H u l u dan sumber la in yang sah . 



B A B A l 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

P a s a l 13 

Pera turan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i u n d a n g k a n . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i t a Daerah 
Kabupaten K a p u a s H u l u . 

Di te tapkan di Pu tuss ibau 
pada tanggal : 5 i ?-'^6 

* B U P A T I KAPUAS H U L U 

Diundangkan di Putussibau 
Pada tanggal 25 Mei 2016 

IS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 

MAD SUKRI 

ERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016 
NOMOR 21 
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